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LEMBAR EKSEKUTIF 
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Kementerian PUPR. Jakarta: Akuntansi, Konsentrasi Audit, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 2018 

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk menjadi rekam jejak 

atas terlaksananya program dan sebagai syarat untuk memenuhi standar 

mendapat gelar sarjana ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. KegiatanPKL 

dilaksanakan pada 25 Juli – 21 September 2018 di Subbagian TU, PUSLITBANG 

Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Kementerian PUPR. Selama melaksanakan 

PKL, praktikan melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, 

diantaranya pengisian e-billing, input bukti penerimaan pajak, pengarsipan surat 

perintah membayar, bukti penerimaan negara dan surat pertanggungjawaban, 

dan penghitungan pajak. Setelah pelaksanaan PKL selesai, praktikan lebih 

memahami mengenai alur pembayaran dan pelaporan pajak pada instansi 

pemerintah. Selain itu praktikan juga mendapat gambaran mengenai lingkungan 

serta pelaksaaan kerja secara nyata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas. Sedangkan alat pemenuh 

kebutuhan tak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini 

membuat manusia selalu berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Revolusi 

industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784 di mana penemuan mesin uap 

dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Revolusi yang kedua 

terjadi pada akhir abad ke-19 di mana mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh 

listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara masal. Penggunaan teknologi 

komputer untuk otomasi manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi 

industri ketiga. 

Merkel (dalam Hoedi 2018:19) berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah 

transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui 

penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. 

Revolusi industri 4.0 membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. 

Teknologi yang kian berkembang berdampak positif dengan terbantunya 

masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sisi lain dapat merugikan karena 

beberapa pekerjaan terancam diambil alih oleh teknologi.  

Shelly Palmer selaku CEO The Palmer Group (2017), konsultan periklanan 

serta penasihat bisnis, mengatakan bahwa profesi akuntan berada pada urutan 

kelima teratas pekerjaan yang akan tergantikan oleh robot. Kenyataan ini harus
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 disikapi dengan bijak, robot atau teknologi yang ada mungkin akan 

menggantikan profesi akuntan tapi tak sepenuhnya tergantikan. Proses-proses 

manual dan rutin seperti input nantinya akan dikerjakan oleh teknologi namun 

proses analisis tak mampu digantikan. 

Persiapan yang matang menjadi cara jitu untuk mengahadapi era revolusi 

industri 4.0. Guna mempersiapkan lulusan yang siap bersaing dalam revolusi 

industri 4.0 maka Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga pendidikan di 

bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti) memberikan kesempatan untuk setiap mahasiswanya 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 Pelaksanaan PKL dapat menjadi ajang pengenalan kondisi dunia kerja serta 

persiapan diri sebelum benar-benar masuk ke dalamnya. Berinteraksi dengan 

orang yang beragam menambah kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dan 

menjunjung nilai etika. PKL juga merupakan implementasi atas teori yang telah di 

ajarkan di kampus. Mahasiswa dapat mengukur sejauh mana softskill dan 

hardskill yang sudah dikuasai serta meningkatkan kekurangannya selama program 

PKL. Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi, praktikan melakukan PKL untuk 

menganalisis kondisi lingkungan saat inidan bagaimana prospek kerja yang harus 

dihadapi kedepannya. Praktikan menjalankan PKL selama dua bulan pada 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

B. Maksud Dan Tujuan  

1. Maksud diadakannya PKL adalah: 

a. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori-teroi yang didapat 

selama perkuliahan; 
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b. Melihat sistem kerja yang sesungguhnya sekaligus pengenalan 

lingkungan kerja; 

c. Meningkatkan kapabilitas dalam hard skill dan soft skill; 

d. Memenuhi syarat lulus mata kuliah PKL sebagai salah satu standar 

untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri 

Jakarta. 

2. Tujuan dari PKL adalah 

a. Praktikan dapat menganalisis antara teori yang didapat dalam 

perkuliahan dengan praktik kerja sesungguhnya; 

b. Menambah relasi serta memperdalam pengetahuan yang sesuai bidang 

pekerjaan; 

c. Praktikan dapat belajar untuk profesional dalam bekerja guna 

mempersiapkan diri mengahadapi revolusi industri 4.0; 

d. Praktikan dapat memperkaya pengetahuan dan referensi data – data 

yang dapat berguna bagi penyusunan tugas akhir. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adanya kegiatan PKL ini tentunya mempunyai manfaat yang strategis untuk 

para pelakunya. Manfaat ini tidak hanya diterima oleh praktikan selaku 

mahasiswa, namun juga dirasakan manfaatnya bagi perusahaan dan universitas. 

Berikut adalah rincian manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak: 

1. Kegunaan bagi praktikan: 

a. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan yang 

didapatdalam perkuliahan dengan praktik kerja dilapangan; 
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b. Belajar untuk bekerja sesuai peraturan instansi sebagai sarana pelatihan 

dan pembinaan praktikan; 

c. Menambah pengalaman untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja. 

2. Kegunaan bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan mampu bersaing dalam 

revolusi industri 4.0; 

b. Bekerja sama merefleksikan kebutuhan dunia kerja dengan kurikulum 

yang ada; 

c. Membangun hubungan baik antara universitas dengan instansi tempat 

pelaksanaan PKL. 

3. Kegunaan bagi Kementerian PUPR: 

a. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak Universitas 

NegeriJakarta; 

b. Membantu karyawan dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari; 

c. Menjalankan tanggung jawab sosial dengan memberikan kesempatan 

mahasiswa untuk melakukan praktik kerja.  
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan diberi kesempatan melaksanakan PKL di  kementerian yang 

mengurusi perencanaan pembangunan. Praktikan ditempatkan pada: 

Nama instansi   :Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian  

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Satuan Kerja  : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi  

Alamat   : Jl. Pattimura No.20 Gedung Heritage Lt.3, Kebayoran  

Baru, Jakarta Selatan, 12110DKI Jakarta, Indonesia 

Telepon : (021) 72784641 

Website  : pkpt.litbang.pu.go.id 

Bagian Tempat PKL : Subbagian Tata Usaha 

Alasan praktikan menjadikan Kementerian PUPR sebagai tempat praktik kerja 

lapangan adalah: 

1. Praktikan ingin mengetahui penerapan akuntansi pada instansi pemerintahan; 

2. Letaknya yang strategis serta dekat dengan kampus memudahkan praktikan 

dalam mobilisasi; 

3. Mudah dalam administrasi penerimaan PKL. 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 Dalam pelaksanaan PKL, praktikan melalui beberapa tahap guna menuntaskan 

kegiatan ini. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

 Praktikan memulai dengan mengumpulkan informasi baik dari teman, 

kakak tingkat, serta internet. Melalui kriteria yang diinginkan maka munculah dua 

pilihan instansi yaitu Badan Pengawas Keuangan Wilayah DKI Jakarta (BPK) dan 
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Kementerian PUPR. Praktikan pun menyiapkan berkas-berkas guna melamar 

kedua tujuan tersebut. adapun data yang disiapkan berupa curriculum vitae, 

proposal PKL, serifikat, dan juga surat permohonan dari universitas. Pilihan 

pertama tertuju pada BPK Wilayah DKI Jakarta. Namun setelah mendapat 

jawaban penolakan dari BPK Wilayah DKI Jakarta praktikan langsung 

mengajukan permohonan PKL kepada Kementerian PUPR. Tidak lama kemudian 

praktikan mendapat jawaban diterima. Praktikan diminta langsung datang untuk  

informasi lebih lanjut. Praktikan pun ditempatkan di Subbagian Tata Usaha 

dibawah pimpinan ibu Noviana Widyastuti. Persiapan PKL dimulai dari bulan 

Mei – Juni 2018. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan PKL dilakukan pada tanggal 25 Juli 2018 hingga 21 

September 2018. Adapun ketentuan PKL adalah sebagai berikut: 

 Hari kerja   : Senin – Jum’at 

1) Senin - Kamis 

  Masuk kerja  : 08.00 WIB 

  Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

  Pulang  : 16.30 WIB 

2) Jumat  

  Masuk kerja  : 08.00 WIB 

  Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB 

  Pulang  : 17.00 WIB 
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 Praktikan berada dalam bagian subbagian Tata Usaha dengan pembina 

Noviana Widyastuti, S.Si, MT. Praktikan difokuskan pada bagian pajak dibantu 

oleh mas Uki. Tahap pelaksanaan berlangsung dari bulan Juli – September 2018. 

c. Tahap Pelaporan 

 Sebagai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan, maka 

praktikan membuat laporan PKL. Pertanggungjawaban ini yang menjadi salah 

satu syarat kelulusan Program Studi Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Praktikan sudah mengumpulkan data semenjak dalam 

tahap pelaksanaan. Sehingga memudahkan praktikan dalam menyusun data 

tersebut sesuai format yang ditentukan. 

 Dalam penyusunannya praktikan dibantu oleh dosen pembimbing. 

Adapun praktikan memulai penyusunan laporan selama bulan Oktober hingga 

Desember 2018. Sedangkan pengumpulan laporan akan dilakukan pada bulan 

Desember 2018. 

 

Tabel 1.1 Tahapan Praktik Kerja Lapangan 2018 

 Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nov Des 

Persiapan             

Pelaksanaan             

Pelaporan             
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Sejarah 

1. Transformasi Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi 

Perubahan pimpinan pemerintahan kepada Presiden Joko Widodo dan 

Jusuf Kalla dengan Program Nawa Cita, berdampak pada re-focusing tugas-

tugas kementerian, termasuk merger antara Kementerian PU dengan 

Kementerian Perumahan Rakyat. Positioning Badan Litbang PUPR dituntut 

untuk semakin optimal mendukung penyelenggaran infrastruktur PUPR tidak 

hanya sebatas pada penyediaan produk-produk litbang, namun dituntut agar 

produk litbang dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam 

pembangunan infrastruktur PUPR.  

Badan Litbang PUPR berperan sebagai scientific backbone dan 

technology-leader pembangunan infrastruktur PUPR, melalui penyediaan 

teknologi dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan 

pembangunan infrastruktur PUPR. Menteri PUPR, Bapak Dr. Ir. Basuki 

Hadimoeljono, M.Sc, pada awal kepemimpinannya telah memberikan arahan 

kebijakan bahwa semua Ditjen-ditjen di lingkungan Kementerian PUPR 

wajib untuk memanfaatkan produk-produk teknologi litbang dalam 

pembangunan infrastruktur. Oleh sebab diperlukan upaya koordinatif dan 

integrasi untuk mendukung kebijakan tersebut, mulai dari hulu (penentuan 

ide, tema dan fokus penelitian, pelaksanaan penelitian, prototiping dan 

layanan advis) sampai ke hilir (penerapan teknologi skala lapangan, pelatihan 
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jasa teknologi konstruksi, rencana pengembangan bisnis teknologi, uji 

kelayakan pasar dan produksi skala massal) antara Balitbang PUPR, Ditjen-

ditjen teknis, Ditjen Bina Konstruksi, BPSDM, Akademisi dan dunia industri 

(swasta dan pemerintah) 

Untuk mendukung hal tersebut, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(2015), 

dibentuklah Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT). 

PKPT merupakan salah satu unit eselon II di bawah Badan Litbang PUPR 

yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian 

kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur serta penerapan teknologi 

hasil litbang bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi merupakan salah satu unit 

eselon II di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah mengalami transformasi 

tugas dan fungsi serta struktur organisasi untuk mengakomodasi dinamika 

dan perkembangan. 

Transformasi Organisasi Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi: 

a. 1994 bernama Pusat Strategi Pengembangan Pembangunan PU 

(PUSTRA) dengan tugas perumusan kebijakan dan strategi 

pengembangan prasarana dan sarana dasar. 

b. Desember 1999 berubah menjadi Puskaji Sosial Budaya dan Ekonomi 

Wilayah. Memiliki tugas: 



10 
 

 

1) Pengkajian dan Analisis Dampak Sosial; 

2) Kajian Kelembagaan Pengelola Infrastruktur Partisipasif 

c. Juni 2005 kembali berubah menjadi Puslitbang sosial, ekonomi, budaya 

dan peran masyarakat. Dengan tugas: 

1) Action Research 

2) Pemberdayaan Masyarakat 

3) Rekayasa Sosial 

d. Juli 2010 terjadi perubahan menjadi Puslitbang sosial ekonomi dan 

lingkungan. Dengan fokus tugas: 

1) Action Research/Advis Sosekling 

2) Policy Research 

3) Socio-economic Impact 

4) Kajian Kelayakan Teknologi Hasil Litbang 

e. Yang terbaru pada tahun 2015 menjadi Puslitbang kebijakan dan 

penerapan teknologi. Tugas yang dijalankan adalah: 

1) Kajian Kebijakan Strategis 

2) Infrastruktur Litbang sosekling 

3) Kajian Manajemen Teknologi 

4) Analisis Kebutuhan dan Akselerator Teknologi 

(Sejarah Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, 2018) 

Transformasi tugas dan fungsi serta struktur orgganisasi telah diatur 

melalui proses perubahan nomenklatur sebagai berikut: 
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a. Pusat Pengkajian Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah (Keputusan 

Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah No.03/KPTS/M/XII/99 

tanggal 10 Desember 1999) 

b. Pusat Pengkajian Sosial Budaya dan Ekonomi Wilayah (Keputusan 

Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah No.1/KPTS/M/2001 

tanggal 04 Januari 2001) 

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Peran 

Masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2006 

tanggal 15 Juni 2005) 

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 

2010) 

e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No.15/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015) 

2. Visi  

“Terwujudnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan IPTEK yang Inovatif 

dalam rangka Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR dan 

Pemanfaatan Teknologi Litbang yang berkelanjutan” 

3. Misi  

 Mengacu kepada misi Kementerian PUPR dan Badan Litbang, Misi PKPT 

adalah: 

a. Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Strategis Penyelenggaraan 

Infrastruktur PUPR yang inovatif; 
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b. Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Penerapan Teknologi mendukung 

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR yang inovatif sesuai 

dengankebutuhan pelanggan; 

c. Mendorong Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan oleh stakeholders secara 

optimal dan berkesinambungan; 

d. Meningkatkan layanan teknis dan alih teknologi melalui jasa advis teknis, 

diseminasi dan sosialisasi; 

e. Mengembangkan kompetensi SDM yang berkualitas guna menunjang tugas 

&fungsi PKPT; 

f. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana termasuk pengembangan 

laboratorium data strategis dalam menunjang litbang kebijakan strategis 

danpenerapan teknologi. 

4. Tujuan 

Tujuan Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi mengacu pada 

Tujuan Kementerian PUPR dan Tujuan Badan Litbang adalah : 

a. Peningkatan jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan IPTEK 

Terapan yang berbasis pada kebutuhan pelanggan; 

b. Peningkatan jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan IPTEK 

Terapan yang dimanfaatkan pengguna utama secara optimal dan 

berkesinambungan; 

c. Peningkatan jumlah layanan teknis dan alih teknologi melalui layanan 

advis teknis, diseminasi dan sosialisasi; 
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d. Peningkatan kapasitas SDM peneliti dan perekayasa dalam menciptakan 

inovasi Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan IPTEK Terapan dan 

layanan teknis; 

e. Peningkatan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana termasuk 

pengembangan laboratorium data strategis mendukung terwujudnya 

inovasilitbang kebijakan dan penerapan teknologi. 

5. Profil Pejabat 

Dalam menjalankan kegiatan, berikut adalah profil pejabat Pusat Litbang 

Kebijakan dan Penerapan Teknologi 

Tabel II.1 

Profil Pejabat Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi 

N

o 
Nama Jabatan Email 

1 

Ir. Rezeki 

Paranginangin, M. Sc, 

MM 

Kepala Puslitbang 

Kebijakan dan 

Penerapan Teknologi 

rezeki-pa@pu.go.id 

2 
Ir. Mokhammad Wahabi, 

M.Si 

Kepala Bidang 

Program dan Evaluasi 

mokhammad.wahabi@p
u.go.id 

3 Novri Haryandi, ST, MA 

Kepala Bidang 

Sumber Daya 

Kelitbangan 

novri.haryandi@pu.go.id 

4 Dr. FX Hermawan K 

Kepala Bidang Kajian 

Kebijakan dan 

Kerjasama 

fx.hermawan@pu.go.id 

5 
Drs. Retno Sinarwati, 

MT 

Kepala Balai Litbang 

Penerapan Teknologi 

Sumber Daya Air 

retnosin@yahoo.com 

6 
Mochammad Mulya 

Permana, ST, MT 

Kepala Balai Litbang 

Penerapan Teknologi 

Permukiman 

permana.mulya@gmail.c
om 

7 
Drs. Raden Satrio Sang 

Raksono, MT 

Kepala Balai Litbang 

Penerapan Teknologi 

Jalan dan Jembatan 

satriosang@gmail.com 

(Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, 2018) 

 

mailto:rezeki-pa@pu.go.id
mailto:mokhammad.wahabi@pu.go.id
mailto:mokhammad.wahabi@pu.go.id
mailto:novri.haryandi@pu.go.id
mailto:fx.hermawan@pu.go.id
mailto:retnosin@yahoo.com
mailto:permana.mulya@gmail.com
mailto:permana.mulya@gmail.com
mailto:satriosang@gmail.com
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6. Prestasi Instansi 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2016) penghargaan yang 

diperoleh Puslitbang KPT pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

a. Satuan kerja balai penelitian dan pengembangan penerapan teknologi II 

Yogyakarta meraih terbaik pertama dalam pengelolaan BMN tingkat 

badan litbang PUPR 2016; 

b. Pusat litbang kebijakan dan penerapan teknologi meraih juara harapan II 

dalam kategoti rekonsiliasi dan penyampaian laporan 

pertanggungjawaban bendahara periode semester I TA. 2016; 

c. Bapak Rokhmat (Bendaharawan satker PKPT) sebagai nominator 

operator SILABI terbaik semester I TA.2016. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2017) penghargaan 

yang diperoleh Puslitbang KPT tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

a. Satuan kerja balai penelitian dan pengembangan penerapan teknologi 

permukiman Yogyakarta meraik terbaik pertama dalam pengelolaan 

BMN, Balitbang; 

b. Satuan kerja puslitbang kpt meraih juara II unit pengolah kearsipan 

terbaik kementerian PUPR; 

c. Penghargaan jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional 

perekayasa terbaik badan penelitian dan pengembangan (SK kepala 

badan litbang nomor 19/KPTS/KL/2017), di aula puslitbang sumber daya 

air, jalan Ir. H. Juanda nomor 193, Bandung, 12 Desember 2017; 

d. Sudah menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dengan 

mempertahankan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. 
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B. Struktur Organisasi 

Setiap instansi pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan 

struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan 

kegiatan. Struktur organisasi menggambarkan komponen yang saling berkaitan 

satu dengan yang lainnya. Jadi adanya struktur organisasi membantu instansi 

membagi-bagi tugas dan alur koordinasi.  

Praktikan melaksanakan PKL di Badan Penelitian Pengembangan pada satuan 

kerja Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi subbagian Tata Usaha. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi Satuan Kerja Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan 

Teknologi 

(Struktur Organisasi Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, 2018) 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2015 (2015) danNomor 

20/PRT/M/2016 (2016), Puslitbang KPT mengemban tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan 

infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan 

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.  

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat(2015), Puslitbang 

KPT terdiri atas: 

1. Bidang Program dan Evaluasi 

Bidang program dan evaluasi adalah bidang yang bertugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi 

dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan 

penerapan teknologi.  

Dalam menjalankan tugasnya, bidang program dan evaluasi memiliki fungsi : 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan; 

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi,dan pelaporan kegiatan penelitian dan 

pengembangan. 

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: 

1) Subbidang Program 

Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan. 

2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi. 
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Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian 

dan pengembangan. 

3) Bidang Sumber Daya Kelitbangan 

Tugas yang dijalankan oleh bidang sumber daya kelitbangan adalah 

melaksanankan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan 

pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan 

penerapan teknologi. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi yang 

diselenggarakan bidang sumber daya kelitbangan yaitu: 

a) Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan 

teknologi 

b) Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan 

dan penerapan teknologi 

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas: 

a. Subbidang Sumber Daya Manusia 

Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan 

penerapan teknologi. 
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b. Subbidang Sarana Kelitbangan. 

Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang 

kebijakan dan penerapan teknologi. 

 

2. Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama 

Melaksanakan penyiapan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di 

lingkungan Kementerian PUPR serta kerja sama dan diseminasi penelitian dan 

pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 

b. Penyiapan pelaksanaan kerja sama dan diseminasi penelitian dan 

pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi. 

Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama terdiri atas: 

1) Subbidang Penyiapan Kajian Kebijakan 

Subbidang Penyiapan Kajian Kebijakan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

2) Subbidang Kerja Sama. 
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Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan kerja sama dan diseminasi penelitian dan pengembangan 

kebijakan dan penerapan teknologi. 

3. Subbagian Tata Usaha  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, 

ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Kebijakan dan Penerapan Teknologi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara 

bukan pajak dan laporan keuangan; dan 

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan 

penatausahaan barang milik negara. 

4. Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsionaldikoordinasikan oleh 

seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah 

tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan. 
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Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur melalui pimpinan Unit 

Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Puslitbang KPT didukung oleh 

tiga balai sebagai Unit Pelaksana Teknis Penerapan Teknologi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

TataKerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR(2016), masing-masing 

balai menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pembagian sektor 

infrastruktur PUPR sebagai berikut: 

a. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, 

yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek 

sosial, ekonomi dan lingkungan serta penerapan teknologi sumber daya air. 

b. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Perumahan dan 

Permukiman, yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta penerapan 

teknologi bidang perumahan dan permukiman. 

c. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan, 

yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek 

sosial, ekonomi dan lingkungan serta penerapan teknologi bidang jalan dan 

jembatan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, balai-balai menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1) Penyiapan bahan penyusunan program; 

2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;  
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3) Pemetaan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi 

serta analisis kebutuhan teknologi; 

4) Pelaksanaan analisis kebutuhan penerapan teknologi, kelayakan sosial, 

ekonomi, lingkungan dan perekayasaan serta difusi teknologi;  

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 

6) Penyusunan rekomendasi;\ 

7) Penerapan sistem manajemen mutu;  

8) Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata 

persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, 

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai. 

Masing-masing balai terbagi atastiga bagian yaitu: 

a. Subbagian Tata Usaha 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program 

dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan 

tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, 

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem 

manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.  

b. Seksi Dukungan Teknis 

Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan program, penelitian dan pengembangan, pemetaan kondisi 

sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, serta evaluasi dan 

pelaporan. 
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c. Seksi Analisis Penerapan 

Seksi Analisis Penerapan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, melakukan analisis kebutuhan teknologi (survei 

pasar), analisis kelayakan dan keberterimaanteknologi, perekayasaan 

sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, penyusunan 

rekomendasi, serta evaluasi dan pelaporan. 

C. Kegiatan Umum  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puslitbang KPT menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan 

pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi; 

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan 

teknologi; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan 

kebijakan dan penerapan teknologi; 

4. Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian 

dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi; 

5. Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan; 

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan umum; 

7. Pelaksanaan kerja sama hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan 

penerapan teknologi;  

8. Pelaksanaan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK LAPANGAN KERJA 

A. Bidang Kerja 

Praktik kerja lapangan dilakukan oleh praktikan di Kementerian PUPR yang 

berlokasi di Jalan Pattimura No.20 Gedung Heritage Lt.3, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan. Praktikan ditempatkan pada Satuan Kerja Puslitbang Kebijakan 

dan Penerapan Teknologi tepatnya subbagian Tata Usaha. 

 Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama praktikan melaksanakan 

kegiatan PKL, antara lain: 

1. Pengisian e-billing; 

2. Input bukti penerimaan negara pada Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi 

Penerimaan Negara; 

3. Pengarsipan Surat Perintah Membayar (SPM), Bukti Penerimaan Negara 

(BPN), Surat Pertanggungjawaban (SPJ); 

4. Input daftar gaji; 

5. Pengecekan aset; 

6. Menghitung PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23; 

7. Input data setor pajak pada aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) 2018. 

B. Pelaksanaan Kerja  

Dalam pelaksanaan kerja praktikan dibimbing oleh Bu Novi, Mas Uki, Bu 

Nung dan Pak Nur. Adapun waktu pelaksanaanya dimulai dari tanggal 25 Juli 

2018 hingga 21 September 2018 (lampiran 4). Adapun tugas yang dilakukan oleh 

praktikan setiap harinya (lampiran 5) dan hasil pekerjaan praktikan akan terdapat 
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dalam surat penilaian PKL. (lampiran 3) Praktikan juga membantu beberapa 

pekerjaan diluar bagian pajak dan mengikuti kegiatan karyawan diluar pekerjaan 

seperti peringatan HUT RI. 

Secara umum, pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama melaksanakan 

PKL adalah sebagai berikut: 

1. Pengisian e-billing (lampiran 7) 

Tiap ransaksi yang dilakukan terdapat kewajiban untuk membayar pajak. Per 

tahun 2016 pemerintah telah mengganti sistem perpajakan menjadi elektronik 

yang disebut e-billing. Sistem e-billing memfasilitasi perbitan kode billing dalam 

membayarkan pajak secara elektronik, sehingga tidak lagi diperlukan membuat 

Surat Setoran Pajak.Praktikan diminta untuk melakuksn input data pajak untuk 

mendapatkan kode billing. Langkah-langkahnya 

a. Masuk ke website djponline.pajak.go.id; 

b. Login dengan NPWP dan PIN; 

c. Pilih e-billing; 

d. Pilih isi SSE; 

e. Isi form surat setoran pajak sesuai dengan data pemotongan pajak; 

f. Pilih Simpan dan pastikan data yang terisi sudah benar; 

g. Pilih kode billing; 

h. Pilih cetak kode billing; 

i. Kode billing harus di unduh untuk kemudian cetak. 

Kode billing yang sudah dicetak harus dibawa ketika melakukan pembayaran 

pajak ke Bank. 
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2. Input bukti penerimaan negara pada Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi 

Penerimaan Negara. (lampiran 8) 

Subbagian TU mendapatkan bukti penerimaan negara setelah melakukan 

pembayaran pajak di Bank. Bukti penerimaan negara harus di input ke sistem 

sebagai pencatatan telah terjadinya pembayaran pajak. Yang harus dilakukan 

yaitu: 

a. Siapkan berkas bukti penerimaan negara; 

b. Membuka aplikasi konfirmasi dan koreksi penerimaan negara; 

c. Masukan user dan password; 

d. Pilih Data Konfirmasi; 

e. Pilih Input data; 

f. Masukan Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); 

g. Masukan nomer transaksi bank; 

h. Tulis nomer akun; 

i. Masukan nominal nilai setor; 

j. Pilih simpan 

Bukti penerimaan negara harus dimasukan secara satu persatu. Nantinya data 

yang tertera akan otomatis digolongkan sesuai bulan terjadinya input. 

3. Arsip data SPM, BPN dan SPJ. (lampiran 9 dan lampiran 13) 

Banyaknya transasksi dengan pihak lain menjadikan banyak pula SPM yang 

dikeluarkan subbagian TU. Maka dari itu harus ada arsip yang rapih terhadap 

dokumen-dokumen tersebut. Adapun SPM terkategorikan untuk sub bagian TU, 



26 
 

 

bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan dan bidang kajian 

kebijakan dan kerjasama.  

Langkah yang dilakukan adalah: 

a. Memisahkan SPM, BPN dan SPJ sesuai bidang  

b. Menggabungkan SPM, BPN dan SPJ sesuai transaksi dilihat dari nominal, 

kepada siapa harus dibayar dan keterangan untuk pembayaran apa. 

c. Mengelompokannya sesuai bulan transaksi 

d. Menyimpannya di ordner yang sudah disediakan. 

 Arsip data ini seharusnya dilakukan rutin tiap bulannya agar administrasi 

perpajakan dapat dipertanggung jawabkan. Namun hal yang terjadi banyak SPM 

yang belum terarsipkan dengan baik. Maka dari itu praktikan membantu kayawan 

untuk melakukan tugas ini. Adapun praktikan mulai mengarsipakan data dari file 

bulan Januari 2018. Hasil arsip pun disimpan oleh praktikan dengan baik pada 

ordner yang telah disiapkan.  

4. Input daftar gaji. (lampiran 10) 

Subbagian TU diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk mengirimkan 

softcopy daftar gaji karyawan dari bulan Januari. Praktikan diminta untuk input 

data daftar gaji pada excel karena TU tidak memiliki data dalam bentuk softcopy. 

Hal yang dilakukan: 

a. Meminta dokumen daftar gaji berupa hardcopy; 

b. Menyiapkan kolom excel sesuai dengan daftar gaji; 

c. Membuat rumus sehingga input terintegrasi; 

d. Melakukan input sesuai data; 
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e. Bila pada data hardcopy tidak tertera NPWP maka praktikan harus membuka 

aplikasi e-SPT Masa 21; 

f. Memilih bukti potong kemudian penerima penghasilan; 

g. Memasukan nama pegawai; 

h. Cari NPWP dari pegawai tersebut; 

Dengan dibuatnya rumus akan memudahkan praktikan atau pegawai yang akan 

mengerjakan selajutnya karena data sudah terintegrasi. Data daftar gaji seharusnya 

memang dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk memudahkan dalam 

hal pendataan. 

5. Pengecekan aset. (lampiran 11) 

Subbagian TU memiliki tugas untuk mengelola aset Satuan Kerja. Untuk 

menjaga aset-aset tersebut diperlukan pengecekan secara berkala. Pengecekan 

biasa dilakukan pada akhir/awal tahun.  Ditemukannya masalah pencatatatan aset 

membuat subbagian TU harus melakukan pengecekan aset ulang pada aset laptop 

dan notebook. Langkah yang dilakukan: 

a. Menyiapkan list aset yang tercatat (lampiran 11); 

b. Memastikan keberadaan aset laptop dan notebook yang tersebar di bidang-

bidang lain; 

c. Mengecek kondisi laptop dan notebook apakah dalam kondisi baik, rusak dan 

masih bisa diperbaiki, atau rusak berat sehingga harus dilakukan penghapusan. 

Selain itu praktikan juga diajak dalam rapat penghapusan BMN. Barang 

yang ingin dihapus berupa mobil. Penghapusan dilakukan karena mobil sudah 

dalam kondisi rusak parah dan bila diperbaiki akan mengeluarkan biaya yang 
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lebih besar. Praktikan diminta untuk mencari harga saat ini dari aset tersebut. 

Langkah yang dilakukan: 

a. Meminta informasi rinci mengenai BMN yang dihapuskan; 

b. Membuka website samsat yang dijadikan acuan (lampiran 12); 

c. Mengetikan jenis dan tahun pembuatan dari BMN yang akan dihapuskan; 

d. Mencari jenis rinci dan mengecek harga yang tertera. 

Pengecekan harga yang berlaku, berguna sebagai patokan subbagian TU 

dalam mengajukan harga lelang dari penghapusan aset BMN tersebut. Sehingga 

harga yang ditawarkan tidak terlalu rendah. 

6. Menghitung PPN, PPH pasal 22, PPH pasal 23. (lampiran 13) 

Pada subbagian TU penghitungan pajak telah dilakukan secara digital. 

Praktikan diminta menghitung ulang secara manual untuk memastikan data pada 

sistem sudah benar. Langkah yang dilakukan: 

a. Menyiapkan arsip Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban; 

(Lampiran 13) 

b. Menggolongkan sesuai pajak PPN, PPh pasal 22 atau PPh pasal 23; 

c. Melakukan penghitungan untuk PPN dikenakan tarif 10% dari nominal 

pengenaan pajak; 

d. PPh pasal 22 adalah pemotongan untuk kegiatan perdagangan barang. 

Dikenakan tarif 1,5% bila badan usaha memiliki NPWP sendiri dan 3% bila 

badan usaha menggunakan NPWP pemilik; 

e. PPh pasal 23 dikenakan atas jasa. Tarif pajak sebesar 2% bila badan usaha 

memiliki NPWP dan 4% bila badan usaha tidak memiliki NPWP. 
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Nantinya hasil perhitungan yang dilakukan praktikan akan dibandingkan 

dengan hasil sistem. Kemudian jumlah dari potongan pajak akan digunakan 

sebagai dasar untuk pembayaran. 

7. Input data setor pajak pada aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) 2018. 

(lampiran 14) 

Selain di input pada aplikasi konfirmasi dan koreksi penerimaan negara, data 

setor pajak juga di input pada aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) 2018. 

Langkah-langkahnya: 

a. Memasukan kode satker Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi; 

b. Memasukan kode 000 untuk bendahara pengeluaran; 

c. Pilih bagian Bendahara Pengeluaran; 

d. Pilih RUH transaksi; 

e. Memasukan kode 10 untuk transaksi setor pajak; 

f. Memasukan periode pajak; 

g. Memasukan nomer transaksi; 

h. Memasukan no pembukuan yang urut dari transaksi sebelumnya; 

i. Memasukan tanggal buku yaitu tanggal dilakukannya input; 

j. Memasukan no dok sumber yang urut dari transaksi sebelumya; 

k. Memasukan tanggal dok sumber yaitu tanggal disetorkannya pajak; 

l. Memasukan uraian pajak apa yang akan di input; 

m. Tuliskan jumlah; 

n. Pilih akun; 

o. Kemudian simpan. 
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Pada saat input datapraktikan percaya bahwa ketelitian dalam bekerja sangat 

diperlukan. Kecerobohan seorang pegawai bisa saja merugikan instansi 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melaksanakan PKL di subbagian TU, Puslitbang Kebijakan dan 

Penerapan Teknologi, mulai 25 Juli – 21 September 2018, praktikan mengalami 

beberapa kendala yang menghambat kinerja praktikan. Adapun faktor yang 

menjadi kendala praktikan adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara dan 

aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang belum pernah praktikan pelajari 

dibangku kuliah. Maka menjadi pengalaman pertama untuk praktikan dalam 

mengoperasikannya. Dalam pengoperasiannya praktikan dilanda 

kebingungan serta mengalami kesalahan-kesalahan kecil. 

2. Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara dan aplikasi Sistem 

Aplikasi Satker (SAS) hanya terdapat pada satu komputer. Kedua aplikasi 

tersebut tidak dapat dipindahkan ke laptop praktikan. Sehingga dalam 

pengerjaannya praktikan harus menunggu komputer tersebut tidak dipakai. 

3. Praktikan  kesulitan dalam menggolongkan pajak saat menghitung PPN, 

PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 karena kurangnya pengetahuan praktikan dan 

transaksi yang hampir mirip. Sehingga dalam pengerjaaannya praktikan 

memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengecek ulang apakah 

penggolongan tersebut benar  seperti yang dimaksud. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Kendala yang dihadapi tidak menyurutkan semangat praktikan dalam 

bekerja. Kualitas yang diberikan harus tetap maksimal dan menjadi motivasi kerja 
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tersendiri. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan praktikan guna mengatasi 

masalah: 

1. Bertanya berulang-ulang pada Mas Uki selaku bagian pajak serta mencari 

beberapa informasi di internet. Hal ini dapat membantu praktikan guna 

menjalankan penugasan yang diberikan kepada praktikan; 

2. Praktikan selalu bertanya pada mas Uki dan Bu Nung kapan bisa 

mengerjakan tugas di komputer beliau. Selain itu praktikan juga bekerja saat 

waktu istirahat ketika komputer sedang tidak digunakan.  

3. Praktikan mencari tahu sendiri perihal PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 

baik itu melalui buku kuliah ataupun internet. Namun harus diperhatikan 

sumbernya, terkadang  berbeda penyelesaiannya. Pada beberapa kasus yang 

praktikan temukan dilapangan terkadang tidak ada dalam buku dan internet 

maka praktikan mengmbil jalan untuk bertanya.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Subbagian TU, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, mulai 25 Juli 

– 21 September 2018, maka praktikan membuat beberapa kesimpulan dari 

berbagai tugas yang praktikan kerjakan sebagai berikut: 

1. Melalui PKL praktikan dapat belajar dan mengaplikasikan ilmu yang didapat 

dalam ruang kelas; 

2. Praktikan mengetahui aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan instansi dalam 

bidang akuntansi seperti Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara, Sistem Aplikasi Satker, e-billing dan lain sebagainya; 

3. Praktikan dapat memahami SPM, BPN, serta jobdesk pajak dalam instansi 

pemerintahan; 

4. Praktikan dapat mengetahui proses pengecekan aset dan penghapusan barang 

milik negara; 

5. Melalui pelaksanaan PKL, praktikan dapat mengukur sejauh mana kebutuhan 

serta kemampuan praktikan untuk dapat diserap dalam dunia kerja. 

B. Saran 

Dalam pelaksanaan PKL di Kementerian PUPR, praktikan mendapat 

pengetahuan dan pengalaman yang baru. Namun disamping hal tersebut praktikan 

juga menyadari masih ada hal-hal yang harus dievaluasi serta diperbaiki dalam 

pelaksanaanya. Maka dari itu praktikan hendak menjelaskan secara rinci evaluasi 

tersebut untuk setiap pihaknya. Adapun beberapa sarannya adalah sebagai berikut: 
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1. Praktikan lainnya 

a. Kenali instansi yang hendak dijadikan tujuan PKL, begitu juga 

dengan bagian serta lingkungan kerjanya. Hal ini dapat membantu 

praktikan dalam beradaptasi di tempat PKL dan memudahkan 

praktikan dalam mengerjakan tugas; 

b. Menjadi mahasiswa yang berperan aktif, aktif bertanya dan aktif 

bekerja. Bertanyalah jika tidak tahu jangan segan apalagi malu 

karena praktikan sejatinya sedang dalam proses belajar. Aktif 

bekerja maksudnya jangan terlalu lama menganggur terkhususnya 

main handphone. Karena itu dapat menajadikan penilaian negatif 

bagi praktikan dimata instansi; 

c. Cari informasi perihal jobdesc akuntansi yang akan dikerjakan baik 

itu melalui buku-buku kuliah ataupun internet. 

2. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Waktu pelaksanaan yang harus di evaluasi, karena waktu produktif 

perusahaan terlebih dibidang akuntansi terletak pada akhir tahun. 

Dengan begitu mahasiswa akan lebih banyak belajar dan membantu 

menyiapkan penutupan laporan keuangan; 

b. Jangka waktu yang diberikan harusnya bisa lebih lama karena 

perusahaan atau instansi biasanya membuka program magang selama 

tiga sampai enam bulan sehingga mahasiswa bisa belajar lebih 

banyak; 
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c. Pendampingan dan bimbingan yang seharusnya dapat dilakukan 

sejak awal dengan dosen pembimbing. Sehingga mahasiswa dapat 

diawasi dengan baik, serta mempunyai tempat konsultasi terhadap 

masalah yang dihadapinya di tempat PKL; 

3. Subbagian TU, satker Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi 

a. Hendaknya pemberi tugas memberikan pekerjaan disertai 

pembelajaran atau biasa disebut dikenal dengan training. 

b. Menyediakan fasilitas pendukung sehingga praktikan dapat 

menjalankan pekerjaanya dengan baik dan tuntas tepat waktu. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2 : Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 3 : Surat Penilaian PKL 
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Lampiran 4 : Daftar Hadir PKL 

 



40 
 

 



41 
 

 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

 

 



47 
 

 

Lampiran 6 : Logo  
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Lampiran 7 : Pengisian E-billing 
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Lampiran 8 :Input bukti penerimaan negara pada aplikasi konfirmasi dan 

koreksi penerimaan negara. 
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Lampiran 9 : Arsip E-billing dan Bukti Penerimaan Negara 
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Lampiran 10 : Input daftar gaji 
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Lampiran 11 : List Aset 
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Lampiran 12 : Mengecek Nilai yang Berlaku Saat Ini 
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Lampiran 13 : Arsip Surat Perintah Membayar dan Surat 

Pertanggungjawaban 
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Lampiran 14 : Input data setor pajak pada aplikasi Sistem Aplikasi Satker 

(SAS) 2018 
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Lampiran 20: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 

 

 

 


